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RINGKASAN

Usaha perasuransian telah cukup lama dalam perekonomian Indonesia dan
berperan dalam perjalanan sejarah bangsa berdampingan dengan sektor kegiatan
lainnya. Sejauh ini kehadiran usaha perasuransian hanya didasarkan pada Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang No. 2 tahun 1992 yang
mengatur asuransi sebagai suatu perjanjian.

Undang-undang ini juga menegaskan adanya kebebasan pada tertanggung
dalam memilih perusahaan asuransi. Dalam rangka perlindungan atas hak
tertanggung, undang-undang ini juga menetapkan ketentuan yang menjadi pedoman
tentang penyelenggaraan usaha dengan mengupayakan agar praktek usaha yang dapat
menimbulkan konflik kepentingan sejauh mungkin dapat dihindarkan, serta
mengupayakan agar jasa yang ditawarkan dapat terselenggara atas dasar
pertimbangan obyektif yang tidak merugikan pemakai jasa.

Permasalahan yang timbul berkaitan dengan penolakan pembayaran klaim
oleh penanggung kepada tertanggung adalah mengenai masalah pihak penanggung
melakukan wanprestasi. Yang mana dalam hal ini pithak PT. Asuransi Jiwa Bumi
Asih Jaya selaku penanggung tidak menepati janjinya seperti yang tertulis di dalam
isi polis yaitu pasal 14, yang menyatakan
1. Dalam hal pemerintah membuat peraturan yang menyangkut perubahan di bidang

keuangan, seperti sanering, devaluasi, penilaian baru dari uang dan sebagainya,

maka :

a. Perusahaan tidak mutlak akan menuruti peraturan pemerintah tersebut,
sepanjang peraturan itu sangat menimbulkan kerugian pada pihak pemegang

polis (tertanggung)
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b. Perusahaan menyesuaikan dana jaminan untuk menutup kerugian yang
diakibatkan oleh peraturan pemerintah tersebut datas
2. Dalam hal inflasi yang menyolok ( gallopping), maka pasti akan
mempertimbangkan kembali nilai daya beli dari premi yang telah dibayar

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penyusun merasa perlu untuk
mengetengahkan masalah penolakan pembayaran klaim oleh peénanggung menurut
ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 1992 sebagai ketentuan
yang pokok dibandingkan dengan KUH Perdata dan KUHD sebagai peraturan
pelaksanaannya, karena perundang-undangan tersebut mempunyai perbedaan asas
yang cukup besar. Oleh karena itu penyusunan skripsi ini berjudul “Perlindungan
Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi Akibat Penolakan Pembayaran Klaim Oleh
Penanggung di PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, Jakarta”.

Tujuan penyusun dalam penyusunan skripsi ini adalah guna menyelesaikan
tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program Studi Ilmu
Hukum (S1) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum serta memberikan suatu arah dan
sekaligus untuk mengkaji dan menganalisa tentang hukum perasuransian yang mana
terjadi penolakan pembayaran klaim oleh penanggung.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun mempergunakan bahan-bahan
berupa studi literatur dan penelitian kepustakaan yaitu usaha mempelajari serta
menganalisa tulisan-tulisan ilmiah dan mengembangkannya serta pendapat dari para
sarjana atau ahli dalam bidang ilmu hukum. Disamping itu penyusun melakukan
wawancara dan pengamatan secara langsung pada obyek penelitian, antara lain dari
PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, Jakarta dan diterima oleh Drs. Ketut Sendra,
S.H., MM,, AAAIJ (Sekretaris Perusahaan), serta Jhansen Sihombing, S.H (Kabag
SDM). Penyusun dalam menganalisa skripsi ini berusaha sedapat mungkin
mengutarakan pendapat-pendapat maupun pandangan—pandangan yang penyusun
peroleh, baik yang berasal dari literatur-literatur maupun dari hasil wawancara
mengenai pandangan dan pendapat mereka terhadap permasalahan yang terdapat di

dalam masyarakat secara umum, khususnya mengenai masalah penolakan
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pembayaran klaim oleh penanggung. Setelah semua data terkumpul, akhirnya

penyusun menarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode deskriptif

kualitatif.
Hal—hal yang penyusun temukan di dalam penyusunan skripsi ini adalah
sebagai berikut :

1. Bahwa alasan penolakan pembayaran klaim oleh penanggung terhadap
tertanggung karena penanggung di dalam pembayaran uang klaim tidak sesuai
dengan kurs pasar saat jatuh tempo pembayaran klaim tertanggung, sehingga
tertanggung tidak mau menerima nilai kurs yang ditetapkan sepihak oleh pihak

PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.

[

Dampak yang terjadi dengan adanya penolakan pembayaran klaim, pihak
tertanggung menyatakan sebagai suatu wanprestasi, penipuan dan penggelapan.
Yang mana sesuai dengan pasal 378 KUHP (penipuan), pasal 372 KUHP
(penggelapan), dan pasal 21 (2) jo pasal 3.a.2 Undang-Undang No. 2 tahun 1992

(5]

Mengenai upaya penyelesaian yang dilakukan dengan adanya penolakan
pembayaran klaim tersebut. Dilakukan dengan negoisasi antara pihak tertanggung
dan penanggung akan tetapi pihak penanggung tidak merespon dengan baik
dalam mencari jalan keluar untuk nilai kurs yang diberlakukan. Dan untuk
perlindungan hukum bagi pemegang polis dapat di lihat di dalam Keputusan
Mahkamah Agung tanggal 21 Mei 1973 No. 70/HK/Sip/1972 : apabila salh satu
pihak melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan pembayaran yang
dibeli, pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan jual beli. Sebab dengan
tindakan penanggung dalam melaksanakan kewajiban tidak tepat waktu jelas
merupakan pelanggaran hak tertanggun g

Dalam saran-saran yang dapat penulis sampaikan sehubungan dengan
penulisan skripsi ini, antara lain :
1. Apabila pihak penanggung mau melakukan pembayaran klaimnya terhadap

tertanggung maka pihak tertanggung akan dapat menerima walaupun pada saat itu
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nilai kurs yang ditetapkan oleh PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih J aya dibawah
standart nilai kurs pasar

Dengan adanya penolakan pembayaran klaim, maka akan berdampak pula pada
ketidak kepercayaan masyarakat terhadap PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.
Sehingga dalam hal ini pihak penanggung jangan melakukan suatu perjanjian
yang tidak sesuai dengan isi polis yang sudah ditanda tangani antara pihak
tenanggungdengan;ﬁhakpenanggung

Diharapkan bagi pihak penanggung dan tertanggung untuk dapat menyelesaikan
secara kekeluargaan yaitu dengan saling bertemu untuk menemukan jalan keluar
dari penetapan nilai kurs yang akan ditetapkan atau disetujui antara penanggung

dan tertanggung.

X1V
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sasaran utama pembangunan jangka panjang sebagaimana tertera dalam
Garis-garis Besar Haluan Negara adé]ah terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa
Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri menuju
masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945.

Pembangunan ekonomi memerlukan dukungan investasi dalam jumlah yang
memadai yang pelaksanaannya harus berdasarkan kemampuan sendiri dan oleh
karena itu diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengerahkan dana
investasi, khususnya yang berlembaga keuangan menjadi penting peranannya, karena
dari kegiatan usaha ini diharapkan dapat semakin meninggkat lagi pengerahan dana
masyarakat untuk pembiayaan pembangunan.

Dalam pada itu, kebutuhan akan jasa usaha perasuransian juga merupakan
salah satu sarana finansial dalam tata kehidupan ekonomi rumah tangga, baik dalam
menghadapi resiko finansial yang timbul sebagai akibat dari resiko yang paling
mendasar , yaitu resiko alamiah datangnya kematian, maupun dalam menghadapi
resiko atas harta benda yang dimiliki. Kebutuhan akan hadirnya usaha perasuransian
yang juga dirasakan oleh dunia usaha mengingat disatu pihak terdapat berbagai resiko
yang secara sadar dan rasional dirasakan dapat mengganggu kesinambungan kegiatan
usahanya, dilain pihak dunia usaha seringkali tidak dapat menghindarkan diri dari
suatu sistem yang memaksanya untuk menggunakan jasa usaha perasuransian.

Usaha perasuransian telah cukup lama hadir dalam perekonomian Indonesia
dan berperan dalam perjalanan sejarah bangsa berdampingan dengan sektor kegiatan

lainnya. Sejauh ini kehadiran usaha perasuransian hanya didasarkan pada Kitab
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Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang) yang mengatur asuransi sebagai
suatu perjanjian.

Undang-Undang ini juga menegaskan adanya kebebasan pada tertanggung
dalam memilih perusahaan asuransi. Dalam rangka perlindungan atas hak
tertanggung, Undang-Undang ini juga menetapkan ketentuan yang menjadi pedoman
tentang penyélenggaraan usaha dengan mengupayakan agar praktek usaha yang dapat
menimbulkan konflik kepentingan- sejauh mungkin dapat di hindarkan, serta
mengupayakan agar jasa yang ditawarkan dapat terselenggara atas dasar pertimbangn

obyektif yang tidak merugikan pemakai jasa.

1.2 Permasalahan
Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi adalah sebagai
berikut:
1. Apakah alasan penolakan pembayaran klaim oleh penanggung ?
2. Bagaimana akibat penolakan pembayaran klaim ?
3. Bagaimana upaya penyelesaian dan perlindungan hukum bagi pemegang polis

akibat wanprestasi ?

1.3 Tujuan Penulisan
Setiap penulisan yang bersifat ilmiah tentunya mempunyai tujuan tertentu,
seperti halnya dalam penulisan skripsi ini yang mengarah pada dua tujuan pokok

yaitu meliputi tujuan secara umum dan tujuan secara khusus.

1.3.1 Tujuan umum
Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah -
1. Untuk memenuhi serta melengkapi salah satu persyaratan pokok yang bersifat
akademis guna mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas
Jember;
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2. Sebagai upaya mengembangkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama
mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Untuk kepentingan pembangunan dan sumbangan pemikiran di dalam
pemahaman di bidang hukum;
1.3.2 Tujuan Khusus
Tujuan khusus penulisan skr-ipsi ini adalah :
I. Untuk mengkaji dan menganalisa alasan penolakan pembayaran klaim oleh
penanggung
2. Untuk mengkaji dan menganalisa akibat dari penolakan pembayaran klaim
3. Untuk mengkaji dan menganalisa upaya penyelesaian dan perlindungan hukum
bagi pemegang polis akibat wanprestasi
1.4 Metode Penulisan
Kebenaran ilmiah dicari dengan menggunakan penelitian ilmiah yang
memungkinkan ditemukannnya kebenaran obyektif . Penulisan skripsi ini

menggunakan metode sebagai berikut :

1.4.1 Pendekatan Masalah

1.

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah:
Pendekatan Yuridis Normatif:
Pendekatan dengan menelaah peraturan  perundang-undangan yang berlaku
sebagai dasar untuk memecahkan masalah.
Pendekatan Sosiologi Empiris:
Pendekatan dengan jalan pengamatan dan penelitian di lapangan. Pendekatan ini
dilakukan untuk mendapatkan data yang murni dari berbagai pihak yang terkait
sebagai bahan dalam mengadakan pembahasan dari segi praktis dengan
membandingkan antara teori dengan kenyataan dalam praktek.
(Soekanto dan Sri Mamuji, 1990:1 3)
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memberikan uraian dan gambaran atau data yang diperlukan dari studi kepustakaan
ke dalam fakta empiris (praktek).

Mengingat dalam penulisan ini, pembahasannya dititik beratkan pada
pendekatan yuridis normatif, maka sistim analisa data lebih mengarah pada
pemecahan masalah atas dasar data dan kerangka teori hukum serta kaidah-kaidah

hukum yang berlaku di masyarakat.
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BAB II T

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Perusahaan P.T. Asuransi J_iwa Bumi Asih Jaya berdiri atas gagasan K.M
Sinaga, yang berkeinginan untuk memiliki tujuan hidup yang jelas dan bernilai bagi
Tuhan Yang Maha Esa serta bagi sesama umat manusia. K.M sinaga berhasil
meyakinkan rekan-rekannya akan pentingnya mendirikan asuransi jiwa dan sepakat
mendirikan P.T Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya pada tanggal 10 Juni 1967 dengan visi
dan misi sebagai berikut :
1. Mendidik orang untuk melihat jauh kedepan.

2. Mengajar orang untuk berhemat.

Lo

Mengajak orang untuk bergotong royong berdasarkan “Kasihilah Sesamamu”.

Berhubung pada saat Bumi Asih Jaya berdiri, kondisi perekonomian
Indonesia dilanda inflansi yang sangat tinggi, maka kepercayaan masyarakat terhadap
asuransi hilang, Bumi Asih Jaya mencoba memasarkan polis dalam bentuk Dollar
Amerika. Setelah mendapat ijin dari Biro Lalu Lintas Devisa Bank Indonesia, maka
dengan demikian Bumi Asih Jaya adalah merupakan perusahaan Asuransi Jiwa
pertama yang menjual polis asuransi dalam mata uang Dollar.

Seperti perusahaan Multinasional lainnya, Bumi Asih Jaya memiliki

beberapa anak perusahaan, yaitu :
1. PT. Bina Asih, bergerak dibidang Konsultan Menejemen, Hukum dan Tekhnik.
PT. Santosa Asih Jaya, bergerak dibidang Kontraktor dan Perdagangan.
PT. Puri Insan Asih, bergerak dibidang Pengelolaan Hotel.
PT. Puri Asih, bergerak dibidang Asuransi Kerugian.

& S L N

PT. Nusantara Bona Pasogit, bergerak dibidang Perdagangan umum dan Bank
Perkreditan Rakyat.
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Bumi Asih Jaya juga menjalin hubungan dengan beberapa perusahaan
asuransi luar negeri yaitu Munich Re-munchen (Jerman), Nippon Life Tokyo
(Jepang);

Pada bulan Februari tahun 1975 penanggung dan tertanggung melakukan
suatu bentuk perjanjian asuransi/pertanggungan, dan masuk pertanggungan Dwi
Guna Spesial 60 tahun dalam bentuk mata uang Dollar Amerika (US $). Yang mana
biaya polis US $. 2 dan premi peﬂamé US $. 18.55 pada bulan Februari 1975 sebesar
Rp.8.434,35 yaitu setara dengan US $. 20.55 (saat itu kurs US $. 1 sama dengan Rp.
415). Uang pertanggungan yang dijamin oleh PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya
adalah sebesar US $. 5000 yang jatuh tempo dalam masa pertanggungan atau pada
tanggal 1 Februan 1998.

Namun karena sejak akhir tahun 1997 perekonomian Indonesia dilanda
adanya gejolak moneter (krisis moneter) maka mengakibatkan nilai Rupiah (Rp) jatuh
dan menembus angka tertinggi US $. 1 setara dengan Rp. 16.000 pada bulan Juni
1998, dan oleh pihak PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya menerangkan bahwa uang
pertanggungan yang dipasarkan oleh PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya adalah
Dollar Link, yang artinya pembayaran uang pertanggungan maupun premi tersebut
dikaitkan dengan nilai kurs saat pembayaran, bukan Dollar murni. Berdasarkan
perkembangan kurs US $ selama 10 tahun terakhir, kenaikan kurs itu tidak pernah
mencapai 10 % pertahun, tetapi sejak pertengahan tahun 1997 kenaikan kurs
mencapai 400 % - 600 % (tidak wajar), serta jika Bumi Asih Jaya mengikuti kurs
pasar yang sangat fluktuatif, setiap saat berubah-ubah, jelas sebagian besar diantara
mereka (tertanggung) akan melakukan suatu spekulasi dengan memanfaatkan
kenaikan kurs mata uang tersebut untuk menjual polisnya (surrender) sebagai alasan
tidak mampu membayar kewajibannya (premi).

~ Untuk mengatasi hal yang demikian maka Direksi PT. Asuransi Jiwa Bumi
Asih Jaya mengambil inisiatif untuk menetapkan kurs yang dianggap paling wajar

yaitu menetapkan nilai 1 Dollar Amerika (US $.1) sebesar Rp. 4.500,- , walaupun
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sebelumnya Bumi Asih Jaya menerima premi dari para pihak tertanggung dengan
kurs Rp. 1.100,- , Rp. 2.100,- , atau Rp. 2.500,-.

Ketentuan yang dikeluarkan oleh Direksi PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya
tentunya membuat para pihak tertanggung tidak mau menerima ketetapan nilai kurs
tersebut, karena pada saat jatuh tempo pembayaran klaim asuransi (bulan maret tahun
1998) nilai tukar Dollar dalam bentuk Rupiah sebesar Rp. 16.000,-

2.2 Dasar Hukum
Dalam membahas permasalahan yang ada dalam skripsi ini, penulis
mendasarkan pembahasannya pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu terutama :
a. Pasal 1313 KUHPerdata
Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
b. Pasal 1320 KUHPerdata
Untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi syarat :
1. sepakat mereka yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal
¢c. Pasal 1338 KUHPerdata
Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang
bagi yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain
dengan sepakat ke dua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh
Undang-Undang cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan
etikat baik.
d. Pasal 1820 KUHPerdata sampai dengan pasal 1850 KUHPerdata tentang
Perjanjian Penanggungan
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2. Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yaitu terutama :
a. Pasal 1 Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Pengertian Asuransi
b. Pasal 21 (2) jo Pasal 3 a.2 tentang Ketentuan Pidana

3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu terutama :
a. Pasal 246 KUHD tentang Pengertian Asuransi
b. Pasal 259 KUHD tentang Penandatanganan dan Penyerahan Polis
¢. Pasal 304 KUHD tentang Isi Polis

4. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
KEP.168/MK/IV/2/1974 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi Jiwa di
Indonesia, yaitu terutama :

- Pasal 2 tentang Izin dan Persyaratan Perasuransian

2.3 Landasan teori
Landasan Teori ini bertujuan untuk melengkapi dan lebih mendukung isi dan

bisa dipertanggung jawabkan oleh penulis tentang kebenaran dari teori-teori yang ada

dalam skripsi ini.

2.3.1 Pengertian Asuransi
Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 2 tahun 1992 menentukan bahwa

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan
mana pthak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima
premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian,
kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum
kepada pihak ke tiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu
peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas
meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Dari isi dan bunyi pasal tersebut diatas, maka penulis berpendapat, bahwa

perjanjian asuransi adalah suatu perjanjian dimana penanggung menikmati suatu

premi, mengikatkan dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari
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Dengan demikian, asuransi mempunyai tujuan pertama-tama ialah

mengalihkan segala resiko yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak

pasti, yang tidak diharapkan terjadinya itu kepada orang lain yang mengambil resiko

itu, untuk mengganti kerugian. Oleh sebab itu, selama tidak ada kerugian,

penanggung tidak akan membayar ganti kerugian kepada tertanggung.

Beberapa ahli hukum juga memberikan definisi asuransi atau pertanggungan,

diantaranya adalah :

8

[

Vollmar

Mengidentifikasikan dengan golongan pertanggungan yang tidak sesungguhnya,
atau yang disebut “sommenverzekering” atau pertanggungan sejumlah uang.
Secara luas sommenverzekering itu dapat diartikan sebagai suatu perjanjian
dimana satu pihak mengikatkan dirinya untuk membayar sejumlah uang, secara
sekaligus atau periodik, sedang pihak lain mengikatkan dirinya untuk membayar
premi, dan pembayaran uang itu adalah tergantung kepada mati atau hidupnya
seseorang tertentu atau lebih, salah satu perjanjian itu adalah lijfrente di dalam
KUHP. Walaupun tampaknya ada persamaan antara lijfrente dan perjanjian
asuransi jiwa, tetapi ada perbedaannya. Pada asuransi jiwa prem itu dibayar oleh
tertanggung secara eriodik di dalam tenggang waktu bertahun-tahun lamanya, dan
akan menerima atau menimbulkan hak atas pembayaran sejumlah uang pada
dirinya atau ahli warisnya secara sekaligus dari penanggung. Sedang pada
lijfrente, pemberian uang yang seperti premi itu adalah sekaligus, untuk mendapat
pembayaran sejumlah uang secara periodik. Perjanjian asuransi jiwa termasuk
dalam jenis asuransi sejumlah uang,

Molengraaf

Bahwa asuransi jiwa dalam pengertian luas memuat semua perjanjian mengenai
pembayaran sejumlah modal atau bunga, vang didasarkan atas kemungkinan
hidup atau mati, dan dalam pada itu pembayaran premi atau dua-duanya dengan
Suatu cara digantungkan pada masih hidup atau meninggalnya seorang atau lebih.

- Selain itu juga ada beberapa pengertian lainnya vaitu:
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hidup atau mati, dan dalam pada itu pembayaran premi atau dua-duanya dengan
suatu cara digantungkan pada masih hidup atau meninggalnya seorang atau lebih.
Selain itu juga ada beberapa pengertian lainnya yaitu;
Polis, ialah surat kontrak Pertanggungan yang memuat perjanjian Asuransi Jiwa
dengan Perseroan Terbatas Asuransi Jiwa.
Pemegang Polis, ialah yang mengadakan kontrak Pertanggungan Jiwa dengan

Perseroan Terbatas Asuransi Jiwa.

. Obyek Asuransi, adalah Benda dan Jasa, Jiwa dan Raga, Kesehatan manusia,

tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak,

rugi dan atau berkurang nilainya.

. Perusahaan Reasuransi, adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam

pertanggungan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi
kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa.

Selanjutnya setelah mengetahui pengertian asuransi, asuransi sebagai gejala

hukum juga mempunyai beberapa sifat, yaitu :

1.
2.

Bahwa asuransi itu timbul berdasarkan suatu perjanjian.
Bahwa asuransi itu adalah suatu perjanjian bersyarat (pelaksanaan perjanjian

bergantung pada suatu yang tidak tertentu atau tidak pasti).

. Bahwa perjanjian itu bersifat timbal balik.
. Bahwa tujuan dari perjanjian itu adalah untuk mengalihkan risiko kepada

penanggung (yang dilanjutkan dengan menyebarkan/membagi-bagikan risiko).

. Bahwa dengan mengalihkan resiko itu ada kewajiban tertanggung membayar

premi.

. Bahwa tertanggung akan menerima ganti rugi atau indemniteit sejumlah yang

diderita dari penanggung.
Bahwa di dalam perjanjian asuransi itu pada pihak tertanggung yang menerima
ganti rugi harus melekat sifat mempunyai kepentingan atas peristiwa yang tidak

tertentu itu agar ia tidak menderita rugi.
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pembangunan negara. Mereka yang menutup perjanjian asuransi akan merasa
tenteram sebab mendapat perlindungan dari kemungkinan tertimpa suatu kerugian.
Suatu perusahaan yang mengalihkan resikonya melalui perjanjian asuransi akan dapat
meningkatkan usahanya dan berani menggalang tujuan yang lebih besar. Demikian
pula premi-premi yang terkumpul dalam suatu perusahaan asuransi dapat diusahakan
dan digunakan sebagai dana untuk usaha pembangunan. Hasilnya akan dapat
dintkmati masyarakat. Di pihak lain, fcsiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan
pembangunan juga dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi.

Oleh KUH Perdata sebagai salah satu sumber hukum asuransi, perjanjian
asuransi ini dimasukkan ke dalam perjanjian kemungkinan. Hal itu disebabkan dalam
perjanjian kemungkinan para pihak secara sengaja dan sadar menjalani suatu
kesempatan untung-untungan di mana prestasi secara timbal balik tidak seimbang.

Pasal 1774 ayat (2) KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian untung-
untungan terdiri dari perjanjian asuransi, bunga cagak hidup (lijfrente) serta perjudian
dan pertaruhan (spel en weddenschap). Hal demikian tidak berarti bahwa perjanjian
asuransi itu sama dengan perjudian dan pertaruhan. Perjanjian asuransi melahirkan
suatu akibat hukum sedangkan undang-undang tidak memberikan suatu tuntutan
hukum terhadap utang yang terjadi karena perjudian dan pertaruhan (pasal 1788 KUH
Perdata).

Agar perjanjian asuransi berjalan sebagaimana yang diharapkan, diperlukan
adanya peraturan yang memadai sehingga masing-masing pihak memahami hak dan
kewajibannya untuk dilaksanakan. Sebagai tindak lanjut diperlukan pula pengawasan
yang tepat. Diperlukannya hal demikian adalah dengan alasan-alasan antara lain
seperti berikut ini :

1. Dari pasal 246 KUHD dapat disimpulkan bahwa asuransi merupakan perjanjian
timbal balik yang berarti masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban
yang saling berhadap-hadapan, Oleh sebab itu dalam hubungan dengan

pemegang polis, disamping harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya juga
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perlu mendapat perlindungan untuk menuntut hak-haknya. Adanya peraturan
yang memadai dan mudah dipahami akan sangat membantu pemegang polis.
Perkembangan usaha perasuransian memerlukan kepercayaan dari masyarakat.
Sudah selayaknyalah apabila kepercayaan itu telah diletakkan atasnya, maka
perlindungan harus diberikan sepenuhnya terhadap kemungkinan segala
tindakan dari perusahaan asuransi yang merugikannya.

Penutupan  perjanjian asuranéi berhubungan pula dengan kepercayaan
pemegang polis yang meminta perlindungan terhadap resiko yang mungkin
menimpanya yang berkaitan pula dengan penyerahan dan (premi) untuk
dikelolanya yang secara keseluruhan akan besar Jumlahnya. Dengan demikian
perlindungan terhadap pemegang polis yang meminta perlindungan tersebut
sudah sewajarnya diberikan.

Selanjutnya dikatakan pula bahwa dengan demikian pemegang polis yang pada
umumnya awam dalam menelaah perjanjian demikian perlu diberi perlindungan
karena pihaknya tidak berkesempatan untuk mengubah kondisi-kondisi yang
tertera pada polis.

Hukum atau norma yang berlaku dimasyarakat berhubungan dengan

masalah-masalah yang kompleks dari hal-hal yang bersifat sosial, politik, ekonomi

dan lain-lain, Negara-negara maju dan sedang berkembang seperti di Indonesia

banyak mempermasalahkan hubungan antara hukum dan ekonomi dalam hal inj

perlindungan hukumnya, karena saling berkaitan erat.

Hukum yang dihubungkan dengan masalah ekonomi akan timbul dua model.

yaitu model ekonomi pasar dan model ekonomi terencana atau ditetapkan oleh

pemerintah. Seperti berlakunya Asuransi Jiwa dimasyarakat dapat disebut model

ckonomi pasar, karena pemerintah belum begitu luas mengetahuinya.

Ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian asuransi terdapat dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD),

peraturan perundang-undangan lainnya.
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1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Pejanjian asuransi tidak termasuk perjanjian yang secara khusus diatur dalam
KUHPerdata, tetapi pengaturannya dalam KUHD. Walaupun demikian berdasarkan
Pasal 1 KUHD, ketentuan umum perjanjian dalam KUHPerdata dapat berlaku pula
bagi perjanjian asuransi dengan kepentingan pemegang polis terdapat beberapa
ketentuan dalam KUHPerdata yang perlu diperhatikan. Ketentuan dimaksud adalah
a. Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikat diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal
Ketentuan pasal320 KUHPerdata tersebut berlaku bagi perjanjian asuransi sebagai
syarat umum di samping syarat khusus yang terdapat dalam buku I Bab IX KUHD.
Syarat khusus dimaksud antara lain :

1. Asas kepentingan yang dapat diasuransikan (insurable interest principle)

2. Asas kejujuran yang sempurna (utmost good faith principle)

3. Asas indemnitas (indemnity principle)

4. Asas subrogasi (subrogation principle)
Setiap perjanjian yang tidak memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdata
(termasuk perjanjian asuransi diberi akibat hukum menurut pasal 1321 sampai
dengan pasal 1329 KUHPerdata). Pemegang polis yang berpendapat bahwa
terjadinya perjanjian asuransi karena adanya kesesatan, paksaan dan penipuan
(dwaling, dwang, bedrog) dari penanggung dapat mengajukan permohonan
pembatalan perjanjian asuransi kepada pengadilan.

b. Pasal 1266 KUHPerdata mengatur bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan
dalam perjanjian timbal balik apabila salah satu pthak tidak memenuhi
kewajibannya. Namun demikian disebutkan pula bahwa perjanjian tidak batal
demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan

tersebut juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya
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kewajiban dinyatakan di dalam perjanjian. Bagi kepentingan pemegang polis
ketentuan pasal tersebut perlu diperhatikan sebab kemungkinan misalnya yang
bersangkutan terlambat dalam melakukan pembayaran premi. Dengan adanya
keterlambatan tersebut tidak dengan sendirinya perjanjian asuransi batal tetapi
harus dimintakan pembatalan kepada hakim.

a. Apabila ternyata penanggung memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang
dalam perjanjian asuransi dan ternyata melakukan ingkar janji, maka pemegang
polis dapat menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga dengan memperhatikan
pasal 1267 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pihak terhadap siapa perikatan
tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan
memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, apakah ia akan menuntut
pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga.
Selanjutnya perlu diperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1243 sampai
dengan Pasal 1251 KUH Perdata.

b. Dilihat dari prestasi penanggung dalam perjanjian asuransi digantungkan kepada
peristiwa yang belum pasti terjadi maka perjanjian asuransi Juga termasuk
perikatan bersyarat. Untuk mencegah penanggung menambah syarat-syarat lainnya
dalam memberikan ganti rugi atau sejumlah uang, maka sebaiknya pemegang polis
memperhatikan ketentuan pasal 1253 sampai dengan pasal 1262 KUHPerdata.

c. Bahwa ahli waris dari pemegang polis dalam perjanjian asuransi juga mempunyai
hak untuk dilaksanakan prestasi dari perjanjian tersebut dapat disimpulkan dari
ketentuan Pasal 1318 KUHPerdata. Disebutkan dalam pasal tersebut bahwa jika
seorang minta diperjanjikan sesuatu hal, maka dianggap itu adalah untuk ahli
waris-ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak dari padanya, kecuali
Jika dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat perjanjian bahwa
tidak demikian maksudnya.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Sebagai sumber pengaturan yang utama dari perjanjian asuransi terdapat
dalam KUHD. Sangat tepat seperti yang diungkapkan oleh Sri Redjeki Hartono (1990
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s #3) bahwa sistim pengaturan yang dipakai oleh KUHD ternyata tidak cukup
sistematis, karena penyusunan dan cara penyajian yang tidak teratur, sehingga
letaknya menjadi tidak tepat pula. Oleh karena itu dibutuhkan keahlian khusus untuk
mengadakan penelahaan secara tepat. Sebagai contoh dapat dikemukakan definisi
asuransi yang diatur dalam Pasal 246 KUHD terletak dalam Buku I bab IX di bawah
judul asuransi pada umumnya.

Dalam peraturan asuransi pérlu diperhatikan pula ketentuan yang bersifat
memaksa dan peraturan yang bersifat menambah. Sebagai contoh ketentuan yang
bersifat memaksa adalah seperti yang diatur dalam Pasal 250 KUHD bahwa untuk
dapat ditutupnya perjanjian asuransi disyaratkan tertanggung harus mempunyai
kepentingan .

3. Peraturan Perundang-undangan Lain

Seperti diuraikan di muka bahwa mengenai perasuransian selain terdapat
pengaturannya dalam KUHPerdata dan KUHD juga terdapat dalam peraturan
perundang-undangan lainnya, diantaranya adalah :

a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1988 tanggal 26
Oktober 1988 Tentang Usaha di Bidang Asuransi Kerugian

b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1249/KMK.013/1988
tanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Usaha
Di Bidang Asuransi Kerugian

¢. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1250/KMK.013/1988
tanggal 20 Desember 1988 Tentang Usaha Asuransi Jiwa

Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan  Paket Deregulasi  dalam bidang

perasuransian.

2.3.3 Pengertian Wanprestasi
Dalam membicarakan “Wanprestasi” tidak bisa terlepas dari masalah-

masalah “pernyataan lalai” (ingebrekke stelling) dan “kelalaian™ (verzium).
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Disini penulis akan mulai membicarakan wanprestasi. Adapun pengertian
yang umum tentang wanprestasi adalah “ pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat
pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Kalau begitu seorang
debitur atau penenggung disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila
dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi tidak menurut “sepatutnya atau
selayaknya” .

Seperti yang telah disingguﬁg, akibat yang timbul dari wanprestasi ialah :
keharusan  atau kemestian bagi  debitur membayar  “ganti rugi atau
Schadevergoeding”. Atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak
yang lainnya dapat menuntut “pembatalan perjanjian”. Seperti yang dapat dilihat
dalam keputusan Mahkamah Agung tanggal 21 Mei 1973 No. 70 HK/Sip/1972 :
apabila salah satu pihak melakukan wanprestast karena tidak melaksanakan
pembayaran barang yang dibeli, pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan
jual beli. Sebab dengan tindakan debitur dalam melaksanakan kewajiban “tidak tepat
waktu” atau “tak layak”, jelas merupakan “pelanggaran” hak tertanggung. Setiap
pelanggaran hak orang lain, berarti merupakan “perbuatan melawan hukum® atau
“onrechmatige daad”.

Oleh karena itu sebagaimana juga halnya dalam onrechmatige daad atau
perbuatan melawan hukum, maka dalam wanprestasipun demikian halnya. Yakni
wanprestasi sebagai perbuatan melawan Hukum Kreditur, akan hilang atau terhapus
atas dasar alasan “overmacht atau keadaan memaksa”. Jika ketidaktepatan waktu
pelaksanaan atau terjadi kekurang sempurnaan pelaksanaan prestasi yang merugikan
tertanggung terjadi “diluar perhitungan” penanggung, dalam hal seperti ini
wanprestasi tidak melihat. Tidak dalam hal ini perbuatan melawan hukum. Kekurang
tepatan waktu dan kekurang patutan yang dapat dipakai sebagai dasar wanprestasi,
adalah jika timbul oleh keadaan-keadaan yang benar-benar dapat “diperkirakan” oleh
penanggung. Namun untuk membenarkan keadaan diluar perkiraannya itu,
penanggung harus membuktikan akan adanya keadaan memaksa di luar perhitungan

dan kemampuannya.
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Untuk menentukan apakah seorang penanggung itu bersalah melakukan
wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang penanggung itu
dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Ada tiga keadaan yaitu :

I. Penanggung tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya penanggung tidak
memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu
perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan Undang-Undang

dalam Perikatan yang timbul karena Undang-Undang

o

Penanggung memenuhi prestasi, tetapi tidak baik/keliru. Di sini penanggung
melaksanakan/memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh
Undang-Undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang
ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan Undang-

Undang.

[95]

Penanggung memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya. Disini

penanggung memenuhi prestasi tetapi terlambat. Waktu yang ditetapkan dalam

perjanjian tidak dipenuhi.

4. Prof. Subekti menambah lagi keadaan tersebut diatas dengan “melakukan sesuatu
yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya™ (Subekti, 1969 : 53)

Namun demikian masih ada kemungkinan bahwa penanggung mengelak
dinyatakan wanprestasi, jika sommatie dari Pengadilan itu dilampiri dengan tembusan
surat gugatan tertanggung dan pada waktu di muka persidangan pertama penanggung
menyatakan tidak melakukan wanprestasi dan sekaligus memenuhi kewajibannya

terhadap tertanggung.

2.3.4 Proses Pengajuan Klaim
Tertanggung dalam pengajuan klaim dapat dilakukan seperti yang telah
tercantum di dalam isi polis Pasal 10, antara lain -
1. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menerima uang pertanggungan :
a. jika tertanggung hidup sampai akhir pertanggungan :

- polis asli
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- kuitansi premi terakhir
- foto kopi bukti diri sebagai penerima manfaat
b. Jika tertanggung meninggal dunia :
- polis asli
- kuitansi premi terakhir
- surat keterangan meninggal dunia dari lurah/kepala desa setempat
- surat keterangan meninggal d.unia dari dokter
- surat keterangan meninggal dari kepolisian dalam hal tertanggung meninggal
karena kecelakaan
- Visum et Repertum dalam hal meninggal tidak wajar
- Foto kopi bukti diri sebagai penerima manfaat
2. Penanggung berhak untuk meminta dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu,
jika dokumen —dokumen tersebut pada ayat 1 ini ada yang meragukan.
Dengan demikian di dalam proses pengajuan klaim tersebut dapat dikatakan
bahwa tertanggung wajib untuk melaksanakan proses yang telah ditetapkan dalam isi
polis, dan penanggungpun wajib untuk tidak mempersulit proses yang telah disiapkan

oleh tertanggung dalam hal pembayaran klaim.
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BAB 111 D T
PEMBAHASAN

3.1 Alasan Penolakan Pembayaran Klaim Oleh Penanggung
Penanggung dan tertanggung melakukan suatu bentuk perjanjian asuransi

pada bulan Februari tahun 1975, dan masuk pertanggungan Dwi Guna Spesial 60

Tahun dalam bentuk mata uang Dollar Amerika. Yang mana biaya Polis US $ 2 dan

Premi pertama US $ 18.55 pada bulan Februari 1975 sebesar Rp. 8.43435 vyaitu

setara dengan US $ 20.55 (saat itu kurs US $ 1 sama dengan Rp. 415). Uang

pertanggungan yang dijamin oleh P.T. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya adalah sebesar

US § 5000 yang jatuh tempo dalam masa pertanggungan atau pada tanggal 1 Februari

1998.

Penolakan yang dilakukan oleh tertanggung karena adanya isi dari perjanjian

polis asuransi yang tercantum di dalam syarat-syarat umum polis (polis No. 22227)

pasal 16 yang menyatakan :

“Dalam hal uang pertanggungan dan uang premi dalam polis ini, dinyatakan dalam

mata uang asing, maka belakulah ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Uang pertanggungan dibayar oleh perusahaan dengan nilai lawan uang asing
tersebut, berpatokan pada kurs Devisa Umum (DU) yang berlaku pada tanggal 1
(satu) dari bulan terlahirnya hak untuk menerima uang pertanggungan.

b. Uang premi dibayar oleh pemegang polis kepada perusahaan, dengan nilai lawan
dari mata uang asing tersebut, berpatokan pada kurs Devisa Umum (D.U) pada
tanggalsatu dari bulan terlahirnya kewajiban untuk membayar uang premi tersebut.

Dalam hal uang premi dan uang pertanggungan tertunda pembayarannya, nilai lawan

dapat diubah seperlunya, berpatokan pada kurs Devisa Umum (D.U) dari mata uang

asing yang bersangkutan, yang berlaku pada tanggal pembayaran premi atau uang

pertanggungan yang bersangkutan”.

20
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Kemudian syarat-syarat umum polis (Polis No. 22227) pasal 14 yang

menyatakan :

1. Dalam hal pemerintah membuat peraturan yang menyangkut perubahan dibidang
keuangan, seperti Senering, Devaluasi, penilaian baru dari uang dan sebagainya,
maka :

a. Perusahaan tidak mutlak akan menuruti peraturan pemerintah tersebut,
sepanjang peraturan itu sangat menimbulkan kerugian pada pihak pemegang
polis (tertanggung).

b. Perusahaan menyesuaikan dana jaminan untuk menutup kerugian yang
diakibatkan oleh peraturan pemerintah tersebut diatas.

2. Dalam hal inflasi yang menyolok (Gallopping), maka pasti  akan
mempertimbangkan kembali nilai daya beli dari premi yang telah dibayar.

Dengan demikian oleh pihak P.T. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sebagai
pihak penanggung hingga saat ini juga belum memberikan pembayaran klaim
terhadap tertanggung, karena antara pihak penanggung dan tertanggung belum
menemukan titik terang dalam hal nilai kurs yang telah ditentukan oleh pihak P.T.
Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Hal ini disebabkan karena penetapan nilai kurs yang
dilakukan oleh pihak P.T. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dibuat secara sepihak tanpa
sepengetahuan pihak tertanggung. Akibat dari penetapan secara sepihak oleh pihak
penanggung membuat pihak tertanggung menolak penetapan kurs tersebut karena
merasa dirugikan, sehingga pihak tertanggung menuntut haknya secara adil.

Penolakan yang dilakukan oleh pihak tertanggung sangatlah jelas alasannya,
karena pihak tertanggung melihat pihak penanggung telah mengabaikan atau
melanggar isi dari perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama oleh kedua
belah pihak (penanggung dan tertanggung).

Sehingga dalam permasalahan ini, dapat diketahui bahwa sesungguhnya
pihak penanggung mencoba mengelak dari keadaan yang akan dapat merugikan PT.
Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Yang mana pihak PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya

tidak berani mengeluarkan nilai kurs yang ada pada nilai kurs pasar yang
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diberlakukan oleh Pemerintah. Disini penyusun melihat bahwa pihak penanggung
sudah keluar jalur dari perjanjian antara pihak penanggung dan tertanggung, yang
mana dengan adanya isi polis (pasal 14) yang telah ditandatangani oleh tertanggung
dan penanggung. Dalam pasal 14 dikatakan secara garis besarnya bahwa perusahaan
tidak mutlak menuruti peraturan pemerintah, sepanjang peraturan itu sangat
menimbulkan kerugian pada pihak pemegang polis (tertanggung), dan perusahaan
akan menyesuaikan dana jaminan untuk menutup kerugian yang diakibatkan oleh
peraturan pemerintah.

Namun pada kenyataannya, penanggung tidak melakukan sesuai dengan isi
polis pasal 14 tersebut. Sehingga disini pihak tertanggung mengalami kerugian serta
pembayaran klaim juga tidak diberikan oleh pihak penanggung. Ini sudah merupakan
suatu wanprestasi yang dilakukan oleh pihak PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya

terhadap pihak tertanggung.

3.2 Akibat Penolakan Pembayaran Klaim

Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, Jelas dinyatakan
semua asuransi harus dibentuk secara tertulis dengan suatu akta yang dinamakan polis
yang didalamnya pada intinya berisikan : hari ditutupnya asuransi, nama orang yang
menutup asuransi, jumlah uang untuk diadakan asuransi, jumlah premi pertanggungan
dan segala syarat-syarat yang diperjanjikan para pihak yang biasanya tertuang dalam
pasal-pasal atau suatu perjanjian tertulis antara pihak penanggung dan pihak
tertanggung yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dengan telah
ditandatanganinya polis tersebut, maka kedua belah pihak, baik itu pthak penanggung
maupun pihak tertanggung harus mentaati dan melaksanakan semua ketentuan yang
terdapat di dalam polis tersebut.

Penolakan pembayaran klaim asuransi yang dilakukan oleh pihak
penanggung karena pihak tertanggung menganggap  pihak penanggung telah
melakukan suatu wanprestasi, yaitu pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktu

atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Selain pihak tertanggung merasa dirugikan,
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[§9]
(5]

pihak tertanggung juga merasa telah ditipu oleh pihak penanggung, dan juga karena

tidak sesuai dengan isi perjanjian Polis yang dikeluarkan oleh pthak PT. Asuransi

Jiwa Bumi Asih Jaya dalam Pasal 14, yaitu :

I. Dalam hal pemerintah membuat peraturan yang menyangkut perubahan dibidang
keuangan, seperti sanering, devaluasi, penilaian baru dari uang dan sebagainya,
maka :

a. Perusahaan tidak mutlak akan menuruti peraturan pemerintah tersebut,
sepanjang peraturan itu sangat menimbulkan kerugian pada pihak pemegang
polis.

b. Perusahaan akan menyesuaikan dana jaminan untuk menutup kerugian yang
diakibatkan oleh peraturan pemerintah tersebut diatas.

2. Dalam hal inflasi yang menyolok (gallopping inflation), maka perusahaan akan
mempertimbangkan kembali nilai daya beli dari premi yang telah dibayar.

Dengan demikian pihak penanggung PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya
tidak dibenarkan untuk tidak memberikan pembayaran klaimnya kepada tertanggung
dikarenakan sudah jatuh tempo. Ini akan menyebabkan pithak tertanggung merasa
dirugikan karena haknya untuk mendapatkan pembayaran klaim tidak diberikan oleh
penanggung, dan dikarenakan belum diberikannya pembayaran klaim oleh
penanggung terhadap tertanggung, maka pihak tertanggung dapat mengajukan
tuntutannya ke Pengadilan karena termasuk perbuatan sebagaimana diatur dan
diancam Pidana dalam Pasal 21 [2] jo Pasal 3.a.2 Undang-Undang No. 2 tahun 1992
tentang Usaha Perasuransian atau pasal 378 KUH Pidana (penipuan) atau pasal 372
KUH Pidana (penggelapan).

Apabila pihak PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya pada saat pertama kali
mengetahui adanya klaim (jatuh tempo klaim) pada tanggal 1 Pebruari 1998 sudah
beritikad baik untuk membicarakan masalah pembayaran klaim dengan pihak
tertanggung secara memuaskan, maka pihak tertanggungpun tidak akan merasa
dirugikan, dan juga pihak tertanggung tidak akan mempermasalahkan masalah

tersebut melalui jalur hukum, dalam hal ini melalui lembaga peradilan.
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3.3 Upaya Penyelesaian dan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Akibat
Wanprestasi

Dengan timbulnya masalah yang terjadi antara pihak PT. Asuransi Jiwa
Bumi Asih Jaya sebagai penanggung dengan tertanggung atas penolakan pembayaran
klaim, maka upaya penyelesaiannya dapat dilakukan secara kekeluargaan antara
pihak PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sebagai penanggung dengan tertanggung
untuk mencari jalan keluar dan kata sepakat dalam hal penentuan jumlah nilai kurs
yang akan ditetapkan.

Akan tetapi dari pihak PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sama sekali tidak
bersahabat untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul antara penanggung
dengan tertanggung, sehingga jalan yang paling tepat adalah melalui jalur hukum di
Pengadilan untuk mencari dan menegakkan keadilan. Sehingga menurut penulis
kasus ini termasuk perbuatan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 21
[2] jo pasal 3.a.2 Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian atau
pasal 378 KUHP (tentang penipuan) atau pasal 372 KUHP (tentang penggelapan).

Disamping itu juga dapat dilakukan secara langsung oleh tertanggung untuk
melaporkan permasalannya ke pengadilan, dikarenakan pihak penanggung telah
melakukan suatu wanprestasi.

Sehingga penulis melihat bahwa jika pihak tertanggung telah mengajukan
gugatannya ke pengadilan, maka akan dapat dilaksanakan atau diproses secara hukum
oleh pengadilan. Ini semua karena laporan gugatan yang telah dilakukan oleh pihak
tertanggung secara pidana, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP
(tentang penipuan) dan pasal 372 KUHP (tentang penggelapan) dinyatakan gugur
oleh pihak kepolisian dengan alasan kurang lengkapnya barang bukti untuk menyeret
pihak penanggung ke pengadilan.

Disini penulis dapat melihat bahwa jalan upaya penyelesaiannya dapat

dilakukan secara perdata, yakni tertanggung langsung melakukan gugatannya ke
pengadilan, disebabkan pihak penanggung telah melakukan suatu tindakan
wanprestasi terhadap tertanggung atau pemegang polis.
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Perlindungan hukum bagi pemegang polis akibat wanprestasi dapat di lihat
dalam Keputusan Mahkamah Agung tanggal 21 Mei 1973 No. 70 HK/Sip/1972 :
apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan
pembayaran barang yang dibeli, pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan
Jual beli. Sebab dengan tindakan penanggung dalam melaksanakan kewajiban “tidak
tepat waktu” atau “tak layak”, jelas merupakan “pelanggaran” hak tertanggung.
Setiap pelanggaran hak orang lain, berarti merupakan “perbuatan melawan Hukum™
atau “onrechtmatige daad™.

Ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian asuransi terdapat dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan
peraturan Perundang-undang lainnya, dan Polis Asuransi, seperti halnya dibawah ini -
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Perjanjian asuransi tidak termasuk perjanjian vang secara khusus diatur
dalam KUHPerdata, tetapi pengaturannya dalam KUHD. Walaupun demikian
berdasarkan Pasal 1 KUHD, ketentuan umum perjanjian dalam KUHPerdata dapat
berlaku pula bagi perjanjian asuransi dengan kepentingan pemegang polis terdapat
beberapa ketentuan dalam KUHPerdata yéng perlu diperhatikan. Ketentuan dimaksud
antara lain :

a. Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu :
1. Sepakat mereka yang mengikat diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Suatu hal tertentu

(%]

4. Suatu sebab yang halal

Setiap perjanjian yang tidak memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdata
(termasuk perjanjian Asuransi diberi akibat hukum menurut pasal 1321 sampai
dengan 1329 KUHPerdata).

Pemegang polis yang berpendapat bahwa terjadinya perjanjian asuransi karena

adanya kesesatan, paksaan dan penipuan (dwaling, dwang, bedrog) dari
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penanggung dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian asuransi
kepada pengadilan.

b. Pasal 1266 KUHPerdata mengatur bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan
dalam perjanjian timbal balik apabila salah satu pihak tidak memenuhi
kewajibannya. Namun demikian disebutkan pula bahwa perjanjian tidak batal demi
hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan tersebut
juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban
dinyatakan di dalam perjanjian.

¢. Apabila ternyata penanggung wajib memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang
dalam perjanjian asuransi dan ternyata melakukan ingkar janji, maka pemegang
polis dapat menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga dengan memperhatikan
Pasal 1267 KUHPerdata yang menyatakan bahwa pihak terhadap siapa perikatan
tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan
memaksa pthak yang lain untuk memenuhi perjanjian, apakah ia akan menuntut
pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga.

d. Dilihat dari prestasi penanggung dalam perjanjian asuransi digantungkan kepada

| peristiwa yang belum pasti terjadi maka perjanjian asuransi juga termasuk
perikatan bersyarat. Untuk mencegah penanggung menambah syarat-syarat lainnya
dalam memberikan ganti rugi atau sejumlah uang, maka sebaiknya pemegang polis
memperhatikan ketentuan pasal 1253 sampai dengan pasal 1262 KUHPerdata.

¢. Bahwa ahli waris dari pemegang polis atau tertanggung dalam perjanjian asuransi
Juga mempunyai hak untuk dilaksanakan prestasi dari perjanjian tersebut dapat
disimpulkan dari ketentuan pasal 1318 KUHPerdata. Disebutkan dalam pasal
tersebut bahwa jika seorang minta diperjanjikan sesuatu hal, maka dianggap itu
adalah untuk ahli waris- ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak dari
padanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat
perjanjian bahwa tidak demikian maksudnya.

f. Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melanggar hukum dapat juga
dipergunakan oleh pemegang polis apabila dapat membuktikan penanggung telah
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melakukan perbuatan yang merugikannya. Untuk hal ini harus dipenuhi unsur-

unsur :

1. Perbuatan melanggar hukum

2. Harus ada kesalahan

3. Harus timbul kerugian

4. Terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian
Berdasarkan Arrest H.R. 31 januari 1919 berbuat atau tidak berbuat tersebut
merupakan perbuatan melanggar hukum apabila :
1. Melanggar hak orang lain
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari yang berbuat
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat

terhadap diri atau barang orang lain
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Sebagai sumber pengaturan yang utama dari perjanjian asuransi terdapat
dalam KUHD. Sangat cepat seperti diungkapkan oleh Sri Redjeki Hartono (1990 : 73)
bahwa sistim pengaturan yang dipakai oleh KUHD ternyata tidak cukup sistimatis,
karena penyusunan dan cara penyajian yang tidak teratur, sehingga letaknya menjadi
tidak tepat pula. Oleh karena itu dibutuhkan keahlian khusus untuk dapat
mengadakan penelaahan secara tepat.

Dalam hubungan dengan perlindungan kepentingan pemegang polis asuransi,
selain ketentuan-ketentuan yang sudah dikemukakan di atas, di dalam KUHD
terdapat pula beberapa peraturan lainnya yang harus diperhatikan. Ketentuan yang
dimaksud antara lain -

a. Pasal 254 KUHD yang melarang para pihak dalam perjanjian, baik pada waktu
diadakannya perjanjian maupun selama berlangsungnya perjanjian asuransi

menyatakan melepaskan hal-hal yang oleh ketentuan undang-undang diharuskan

sebagai pokok suatu perjanjian asuransi ataupun hal-hal yang dengan tegas telah
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dilarang. Apabila hal demikian dilakukan mengakibatkan perjanjian asuransi itu
batal.

b. Pasal 257 dan Pasal 258 KUHD

Pasal 257 KUHD merupakan penerobosan dari ketentuan pasal 255 KUHD. Pasal
yang disebut terakhir itu menyatakan bahwa asuransi harus dibuat secara tertulis
dalam suatu akta yang dinamakan polis. Memperhatikan pasal 255 KUHD
tersebut seolah-olah polis itu merupakan syarat mutlak untuk terbentuknya
perjanjian asuransi.
Mengenai pembuktian adanya perjanjian asuransi diatur dalam pasal 258 KUHD.
Disebutkan bahwa untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian tersebut
diperlukan pembuktian dengan tulisan, namun demikian bolehlah lain-lain alat
pembuktian dipergunakan juga, manakala sudah ada permulaan pembuktian
dengan tulisan. Istilah “tulisan” dalam bagian permulaaan pasal tersebut dapat
diartikan sebagai polis.

c. Pasal 260 dan 261 KUHD yang mengatur tentang asuransi yang ditutup dengan
perantaraan makelar. Dari pasal 260 KUHD diketahui bahwa dalam hal perjanjian
asuransi ditutup dengan perantaraan seorang makelar, maka polis yang telah
ditandatangani harus diserahkan dida]gm waktu 8 hari setelah ditutupnya
perjanjian.

3. Peraturan Perundang-undangan lain

Seperti diuraikan di muka bahwa mengenai perasuransian selain terdapat
pengaturannya dalam KUHPerdata dan KUHD juga terdapat dalam peraturan
perundang-undangan lainnya, diantaranya adalah :

a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1988 tanggal 26
Oktober 1988 Tentang Usaha di Bidang Asuransi Kerugian

b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1249/KMK.013/1988
tanggal 20 Desember 1988 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Usaha

di Bidang Asuransi Kerugian
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c.  Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1250/KMK_.013/1988
tanggal 20 Desember 1988 Tentang Usaha Asuransi Jiwa

4. Polis Asuransi

Meskipun dalam uraian terdahulu telah diketemukan bahwa menyimak Pasal
255,257, dan 258 KUHD, polis bukan merupakan syarat mutlak untuk terbentuknya
perjanjian asuransi, akan tetapi peranan polis tersebut cukup penting. Hal itu
disebabkan dalam polis yang bersangkutan dapat diketahui isi dari perjanjian asuransi
yang telah ditutup oleh pemegang polis dan penanggung. Sesuai dengan pasal 1338
ayat (1) KUHPerdata mengikat para pihak sebagaimana undang-undang.

Sehingga perlindungan hukum bagi pemegang polis akibat wanprestasi dapat
dilakukan oleh pihak tertanggung untuk melapor dan menggugat langsung secara
perdata ke pengadilan karena pihak penanggung melakukan perbuatan melawan

hukum (onrechtmatige).
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut :

i

Bahwa alasan penolakan pembayaran klaim oleh penanggung terhadap
tertanggung karena penanggung di dalam pembayaran uang klaimnya tidak
sesuai dengan kurs pasar saat jatuh tempo pembayaran klaim tertanggung,
sehingga tertanggung tidak mau menerima nilai kurs yang ditetapkan
sepihak oleh pihak PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sebagai penanggung.
Dampak yang terjadi dengan adanya penolakan pembayaran klaim, pihak
tertanggung menyatakan sebagai suatu wanprestasi, penipuan dan
penggelapan. Yang mana sesuai dengan pasal 378 KUHP (penipuan), pasal
372 KUHP (penggelapan), dan pasal 21 (2) jo pasal 3.a.2 Undang-Undang
No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Mengenai upaya penyelesaian yang dilakukan dengan adanya penolakan
pembayaran klaim tersebut, maka dilakukan dengan cara negoisasi antara
pihak tertanggung dengan pihak penanggung, akan tetapi pihak
penanggung tidak merespon dengan baik dalam mencari jalan keluar untuk
nilai kurs yang diberlakukan. Untuk perlindungan hukum bagi pemegang
polis dapat dilihat di dalam Keputusan Mahkamah Agung tanggal 21 Mei
1973 No. 70/HK/Sip/1972 : apabila salah satu pihak melakukan
wanprestasi karena tidak melaksanakan pembayaran barang yang dibeli,
pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan jual beli. Sebab dengan
tindakan penanggung dalam melaksanakan kewajiban tidak tepat waktu

jelas merupakan pelanggaran hak tertanggung.

30
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4.2 Saran
Saran-saran yang dapat penulis sampaikan sehubungan dengan penulisan
skripsi ini, antara lain :

I. Apabila pihak penanggung mau melakukan pembayaran klaimnya terhadap
tertanggung maka pihak tertanggung akan dapat menerima. Walaupun pada saat
itu nilai kurs yang ditetapkan oleh PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya di bawah
standar nilai kurs pasar.

2. Dengan adanya penolakan pembayaran klaim, maka akan berdampak pula pada
ketidakpercayaan masyarakat terhadap PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya,
sehingga dalam hal ini pihak penanggung juga melakukan suatu perjanjian yang
tidak sesuai dengan isi polis tersebut.

3. Diharapkan bagi pihak penanggung dan tertanggung untuk dapat menyelesaikan
secara kekeluargaan yaitu dengan saling bertemu untuk menemukan jalan keluar
dar enetapan nilai kurs yang akan diteapkan atau disetujui.

Demikianlah kesimpulan dan saran-saran penulis terhadap dunia
perasuransian di Indonesia, mengingat asuransi jiwa adalah amat penting dan
memegang peranan dalam pemupukan modal swasta uhtuk pembangunan negara

menuju cita-cita pembentukan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Daftar Pustaka

Abbas Salim, A, 1995, Dasar-Dasar Asuransi, PT. Djaja Grafinda Persada, Jakarta

Djoko Prakoso, S.H., 2000, Hukuim Asuransi Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Drs. C.S.T. Kansil, S.H., 1995, Hukum Perusahaan Indonesia, PT. Pradnya
Paramita, Jakarta

Purwosutjipto, 1999, Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia,
Djambatan, Jakarta

Purwodarminto. W.J.S, 1983, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pustaka, Jakarta

Radiks Purba, 1995, Masalah Hukum Asuransi di Indonesia, PT. Pustaka Buniman
Pressindo, Jakarta

Simorangkir, O.P, 1989, Dasar-Dasar dan Mekanisme Perbankan, PT. Aksara
Persada Indonesia, Jakarta

Suparman Sastrawidjaja. M, S.H., S.U., 1993, Hukum Asuransi, Penerbit Alumni,
Bandung

Subekti Tjitrosudibio, R, 1985, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya
Paramita, Jakarta

Wirjono Prodjodikoso, 1982, Hukum Asuransi di Indonesia, PT. Internusa, Jakarta

, 1992, Undang-Undang No. 2 Tahun 1992, Tentang Usaha

Perasuransian

, 1985, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pradnya
Paramita, Jakarta

32


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Lampiran |

Surat ljin Konsultasi dari Fakultas Hukum Universitas Jember dan
Surat keterangan selesai mengadakan Konsultasi dari
PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, Jakarta


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

J1. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
& (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

omor - 2832 /J25.1.1/PP.9/200M lember,17 Septenber 2001

ampiran :

ertha]l | KONSULTASI

Yth, Pimpinan PT, Asuronc! Jive Bumi Asih Jaya
Jakarta
Al -
Jakarta,~

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : Rio Fajar P

NIM : 94 - 073

Program S 1 Ilmu Hukum

Alamat : 14 Sumber Alam D414 Jember

Keperluan  : Konsultasi mengenai masalah : " Perlindungan Hukum Bagi
pemegang lolis Asuranal a’ibat nenolakan pembayaran

klaim oleh penanggung di PT, Asuransi Jiwa Bumi Asih
Jaya, Jakarta,”

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkap: bahan penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan Kerjasama vang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan.

g e

| EEEEeNITP 150 379 632

embusan Kepada : Kejur, Perdata,-
Yth. Ketua Bagian =o+ o eerreersenliin.,


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

A S U R A N S l J I WA Rantdr Pusat \Whisma Bumi Asih Jaya 1967

JI. Matraman Raya 165 - 167, Jakarta 13140

Telp. (021) 2800700 (Hunting)

BUMI ASIH JAYA
E-mail : baj@bajlife. com

Website - www.bajlife com

()
)
‘6" ,Yf"

A B

ASURANSI JIWA

No. : 151/5P/2001 Jakarta, 12 Oktober 2001

Kepada Yth.

Bp. Soewondho, SH, MS

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
JI. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto

Kotak Pos @ Jember 68121

Dengan hormat,

Hal : Surat Keterangan Konsultasi

Sesuai surat permohonan Nomor : 2832/)25.1.1/PP.9/2001 tanggal 17 September
2001 perihal permohonan izin melakukan riset yang dilakukan oleh :

* Nama : Rio Fajar P

= NIM : 94-073

* Program : S1 llmu Hukum

* Konsultasi  : “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi, Akibat
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o 1-'Dalam hal Pemerintah :55&:&..%!2:8: yang me-
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_ merintah tersebut, sepanjang peraturan itu sangat me-
nimbuikan kerugian pada pihak pemegang polis.
“b.)Perusahaan akan menyesuaikan dana jaminan untuk
- menutup kerugian yang diakibatkan oleh peraturan
Pemerintah tersebut diatas.

2. Dalam hal inflasi vang menyolok (gallopping inflation)
maka perusahaan akan mempertimbangkan kembali nila;
daya beli dari premi yang telah dibayar

Pasal 15 SYARAT—SYARAT UMUM

TAMBAHAN

Syarat-syzrat urnum tambahan yang khusus diperuntukkar
bagi keperluan keper uar pertanggungan fambshan, akan di
atur kemudian dan < '%atkan/dicantumkan pada polis yang
bersangkutun
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